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Abstrak
 

Meskipun hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih belum mengatur secara jelas dan pasti mengenai

penggantian jenis kelamin, namun terdapat beberapa pengaturan yang pada dasarnya menyinggung

mengenai hal ini secara implisit. Adapun UU Adminduk telah mengkategorikan penggantian jenis kelamin

sebagai suatu bentuk peristiwa penting lainnya, sehingga seorang transeksual yang telah melakukan

prosedur penggantian jenis kelamin dapat mencatatkan identitas barunya tersebut dengan syarat telah

mendapatkan Penetapan Pengadilan. Ditemukan permasalahan lain dimana ketiadaan hukum yang mengatur

mengenai hal ini membuat hakim harus melakukan penggalian terhadap sumber hukum tidak tertulis serta

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga diharuskan untuk melakukan penemuan

hukum guna mengisi kekosongan hukum yang ada. Atas hal tersebut, maka penelitian ini akan melakukan

analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin serta

mengidentifikasi metode penemuan hukum apa yang digunakan. Adapun penelitian ini merupakan

penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, dimana permasalahan yang ada akan dilakukan

analisis secara kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini sendiri

adalah hakim dalam menetapkan suatu permohonan penggantian jenis kelamin tidak hanya

mempertimbangkannya melalui aspek hukum saja, melainkan juga melihat pada aspek medis, sosial, dan

agama. Untuk aspek hukum sendiri, hakim mendasarkan pertimbangannya pada UUD 1945, UU HAM, UU

Adminduk, UU Kekuasaan Kehakiman, serta Perpres No. 25 Tahun 2008. Sedangkan untuk aspek medis,

hakim menggunakan 5 (lima) aspek dalam menentukan jenis kelamin seseorang, antara lain aspek

kromosom, aspek kelamin primer, aspek kelamin sekunder, aspek hormonal, dan aspek psikologis. Dan

untuk metode penemuan hukum yang digunakan sendiri adalah metode konstruksi hukum dengan jenis

Rechtsvervijnings, dimana hakim akan mengkonstruksikan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh

seseorang dalam rangka mengubah jenis kelaminnya.

......Even though positive law in Indonesia has yet to regulate sex reassignment, there are several regulations

which basically allude to this matter implicitly. The Demography Administration Law categorizes sex

reassignment as another form of important event, so that a transsexual who has undergone a sex

reassignment procedure can register their new identity on condition that they have received a court decision.

Another problem was found where the absence of laws governing this matter made judges have to dig into

unwritten sources of law and the values that live in society. In addition, judges are also required to make

legal discoveries to fill the existing legal void. For this reason, this study will analyze the judge's

considerations in determining a request for sex reassignment and identify which legal discovery method to

use. As for this research, it is a descriptive analytical literature research, in which the existing problems will

be analyzed qualitatively with reference to the literature and applicable provisions. The results of this study

are that judges in determining an application for sex reassignment do not only consider it through legal
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aspects, but also look at medical, social and religious aspects. For the legal aspect itself, judges based their

considerations on the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Demography Administration Law, the

Judicial Powers Law, and Presidential Regulation No. 25 of 2008. As for the medical aspect, judges use 5

(five) aspects in determining a person's sex, including chromosomal aspects, primary sex aspects, secondary

sex aspects, hormonal aspects, and psychological aspects. And for the legal discovery method that is being

used by the judge is the legal construction method with the Rechtsvervijnings type, where the judge will

construct the conditions that must be fulfilled by someone in order to change their sex.


